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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1
Analisis


Analisis merupakan sebuah penyelidikan suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti dari keseluruhan (Ali, 1995:37). Berdasarkan pengertian tersebut maka, analisis merupakan suatu pengamatan yang sebenarnya dimana fakta-fakta yang ada saling berhubungan untuk memperoleh pemahaman arti dari keseluruhannya.
Menurut Raymond A. Bauner, The Study of Policy Farmation (1968), Analisis kebijakan adalah aktivitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan. Dalam menciptakan pengetahuan tentang proses pembuatan kebijakan analisis kebijakan meneliti sebab, akibat, dan kinerja kebijakan dan program publik. Pengetahuan tersebut betapa pun tetap tidak lengkap kecuali jika hal tersebut disediakan kepada pengambil kebijakan dan publik terhadap siapa para analisis berkewajiban melayaninya. Hanya jika pengetahuan  tentang kebijakan dikaitkan dengan pengetahuan dalam proses kebijakan, anggota-angota badan eksekutif, legislatif dan yudikatif, bersama dengan warga negara yang memiliki peranan dalam keputusuan-keputusan publik, dapat menggunakan hasil-hasil analisis kebijakan untuk memperbaiki proses pembuatan kebijakan tergantung kebijakan dan kerjanya. (William N. Dunn, 2003: 01)

Adapun menurut Dale Yoder seperti yang dikutip oleh AA. Anwar Prabu Mangkunegara mendefinisikan analisis sebagai prosedur melalui fakta-fakta yang berhubungan dengan setiap pengamatan yang diperoleh dan dicatat secara sistematis (dalam Mangkunegara, 2001:13). Hal ini berarti dalam menganalisis peneliti melakukan kajian terhadap suatu objek riset dengan terlebih dahulu memecahnya ke dalam beberapa bagian, lalu kemudian melakukan pengujian terhadap bagian-bagian tersebut.
Dilihat dari sisi mekanisme dan subtantif, analisis dapat dilihat dari berbagai perspektif. Purnawan menjelaskan analisis dapat dilihat dari:


1.  Secara mekanis, dalam tahapan analisis terjadi:

a. Perubahan angka dan catatan hasil pengumpulan data jadi informasi yang lebih mudah dipahami.

b. Penggunaan alat analisis yang bermanfaat untuk membuktikan hipotesis ataupun pendeskripsian variable riset secara benar, bukan kebetulan saja.

c. Penginterprestasian berbagai informasi dalam kerangka yang lebih luas, atau inferensi ke populasi untuk menjawa pertanyaan-pertanyaan yang muncul.


2.  Secara substantif, dalam tahapan analisis dilakukan proses:

a. Membandingkan dan mengetes teori atau konsep dengan informasi yang ditemukan

b. Mencari dan menentukan konsep baru dari data yang dikumpulkan

c. Mencari penjelasan apakah konsep baru itu berlaku umum, atau baru terjadi bila ada kondisi tertentu.


(Halim, 2002:35)


Dengan adanya perspektif analisis baik dilihat secara mekanis atau substantive maka, akan lebih memudahkan dalam menganalisis. Selebihnya mengenai perspektif analisis secara mekanis ini lebih di tinjau secara pengujian nyata terlebih seperti sample. Dibandingkan dengan perspektif secara subtantif, ini lebih mengarah pada cara membandingkan antar dua teori dan kemudian ditambah dengan analisis yang baru senhingga memunculkan teori yang baru. Dan digunakan apabila dalam kondisi tertentu. Selain itu, kita dapat menentukan dari sisi mana kita akan menganalisis.
2.2
Pengertian Pelayanan Publik, Pelayanan Umum, Pelayanan Pemerintah dan Pelayanan Perijinan

Pengertian pelayanan adalah usaha melayani kebutuhan orang lain (Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1995). Pelayanan pada dasarnya adalah kegiatan yang ditawarkan organisasi atau perorangan pada konsumen (yang dilayani) yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Normann (1991 : 14) mengenai karakteristik pelayanan sebagai berikut :
1. Pelayanan tidak dapat diraba, pelayanan sangat berlawanan dgn barang jadi.

2. Pelayanan itu kenyataannya terdiri dari tindakan nyata yang merupakan pengaruh yang sifatnya adalah tindakan sosial.

3. Produksi dan konsumsi pelayanan tidak dapat dipisahkan secara nyata, karena pada umumnya kejadiannya bersamaan dan terjadi di tempat yang sama.
Keputusan menteri negara pendayagunaan aparatur negara no. 63/KEP/M.PAN/7/2003, memberikan pengertian pelayanan publik yaitu segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurut LAN (2003) kriteria-kriteria pelayanan antara lain :

1. Kesederhanaan, yaitu tata cara pelayanan dapat diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat tidak berbelit-beli, mudah dipahami dan dilaksanakan olehPelanggan;

2.Reliabilitas;

3.Tanggung jawab dari para petugas pelayanan;

4.Kecakapan para petugas pelayanan;

5. Pendekatan kepada pelanggan dan kemudahan kontak pelanggan

Dengan petugas;

6.Keramahan, yaitu keramahan antara petugas kepada pelanggan

7.Keterbukaan, bisa menampung segala aspirasi pelanggan

8.Komunikasiantar petugas dan pelanggan;

9. Kredibilitas;

10. Kejelasan dan kepastian;

11. Keamanan;

12. Mengerti apa yang diharapkan pelanggan;

13. Kenyataan, terbukti adanya pelayanan

14. Efisien, yaitu lebis simpel dan cepat

15. Ekonomis, segi biaya ingngan.
Pelayanan publik terdiri dari kata pelayanan dan publik, dimana pelayanan secara etimologi dapat diartikan sebagai:

“Pelayanan” berasal dari kata “layan” berarti membantu menyiapkan apa yang diperlukan seseorang, “meladeni” sedangkan “pelayanan” berarti perihal/cara melayani, usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan atau jasa (Poerwadarminta, 1976:573).


Berdasarkan konsep tersebut, bentuk maupun kegiatan layanan yang dilakukan bertujuan untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Kata public (public) itu sendiri secara epistimologi diartikan sebagai: (1) Orang banyak (2) Rakyat (Echlos, 1997:455). Publik dalam konteks pemerintahan merupakan masyarakat atau rakyat.


Definisi pelayanan juga diutarakan oleh Ivancevich, Lorenzi, Skinner dan Crosby : ”Pelayanan adalah prudak-prudak yang tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang melibatkan usaha-usaha manusia dan menggunakan peralatan”.

Sedangkan definisi yang lebih rinci diutarakan oleh Gronroos (1990:27) sebagaimana dikutip dibawah ini:

 “ Pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan konsumen/pelanggan”. 
(Ratminto dan Atik Septi Winarsih,2005:2) 

Dari dua definisi tersebut di atas dapat diketahui bahwa ciri pokok pelayanan adalah tidak kasat mata (tidak dapat diraba) dan melibatkan upaya manusia (karyawan) atau peralatan lain yang disediakan oleh perusahaan penyelenggaraan pelayanan. 

Sejalan dengan pendapat tersebut, maka Moenir mengungkapkan konsep pelayanan sebagai berikut:

“Setiap kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang ditunjuk guna memenuhi kepentingan orang banyak namun tidak berarti pelayanan itu sifatnya harus selalu kolektif sebab melayani perorangan pun asal kepentingan itu masih termasuk dalam rangka pemenuhan dan kebutuhan bersama yang telah diatur” (Moenir, 2006:12).


Berdasarkan pendapat di atas maka, pelayanan public dapat diartikan sebagai pelayanan yang diberikan kepada masyarakat umum, dilihat dari prosesnya terjadi interaksi antara yang memberi pelayanan dan yang diberi pelayanan. Pemerintah sebagai lembaga birokrasi mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sedangakan masyarakat sebagai pihak yang memberi mandat kepada Pemerintah mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan dari Pemerintah.


Pelayanan publik merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kepentingan sesuai dengan haknya. Kegiatan pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah meliputi banyak hal menyangkut semua kebutuhan masyarakat.
Di Indonesia, konsepsi pelayanan administrasi pemerintah seringkali dipergunakan sacara bersama-sama atau dipakai sebagai sinonim dari konsepsi pelayanan perijinan dan pelayanan umum, serta pelayanan publik. Ke empat istilah tersebut dipakai sebagai terjemahan dari public service. Hal ini dapat dilihat dari dokumen-dokumen pemerintah sebagaimana dipakai oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara. 

Dalam tulisan ini, administrasi pemerintahan memang disejajarkan, dipakai secara silih berganti dan dipergunakan sebagai sinonim dari pelayanan perijinan, yang merupakan terjemahan dari administrative service. Sedangkan pelayanan umum, menurut penulis lebih sesuai jika dipakai untuk menerjemahkan konsep public service. Istilah pelayanan umum ini dapat disejajarkan atau dipadankan dengan istilah pelayanan publik.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 yang kemudian disempurnakan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 mendefinisikan pelayanan umum sebagai:

“Segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, bai dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan kebutuhan peraturan perundang-undangan (Keputusan MENPAN Nomor 63/2003).

Mengikuti definisi tersebut diatas, pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintahan di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan publik atau pelayanan umum dan pelayanan administrasi pemerintahan atau perijinan tersebut mungkin dilakukan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat, misalnya upaya Kantor Pertanahan untuk memberikan jaminan kepastian hukum atas kepemilikan tanah dengan menerbitkan akta tanah, pelayanan transportasi, pelayanan penyediaan listrik dan lain-lain. Pelayanan publik atau pelayanan umum dan pelayanan administrasi pemerintahan atau pelayanan perijinan juga mungkin diselenggarakan sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

2.3      Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Izin yang diberikan oleh pemerintah Kota kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksudkan agar disain, pelaksanaan pembangunan, dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, sesuai dengan Garis Sempadan Bangunan (GSB), Garis Sempadan Sungai (GSS), Koefisien Dasar Bangunan (KDB), koefisien Lantai Bangunan (KLB), yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
IMB atau Ijin Mendirikan Bangunan, adalah ijin untuk mendirikan, memperbaiki, menambah, mengubah, atau merenovasi suatu bangunan, termasuk ijin kelayakan menggunakan bangunan (untuk bangunan yang sudah berdiri) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
Pada prinsipnya, IMB bertujuan agar terjadi keserasian antara lingkungan dan bangunan. Selain itu, dengan IMB diharapkan agar bangunan yang akan dibangun aman bagi keselamatan jiwa penghuninya. Sebab dalam pemberian IMB, seharusnya dilakukan analisis terhadap desain bangunan tersebut, apakah sudah memenuhi persyaratan bangunan dan lingkungan.
Persyaratan lingkungan meliputi penentuan garis sempadan (jarak maksimum bangunan terhadap batas jalan), jarak bebas muka samping dan belakang bangunan, batas-batas persil pembangunan dan jarak antarbangunan, keadaaan tanah tempat bangunan,dan lain-lain.
Sedangkan persyaratan bangunan antara lain meliputi luas denah bangunan, tinggi bangunan, ukuran-ukuran ruang, pencahayaan dan pengudaraan. 

Ada alasannya sekilas, peraturan yang diberlakukan dalam proses IMB terasa menjengkelkan. Misalnya, untuk mendirikan rumah, wajib “mundur” 3-8 meter dari batas depan tanah. Rasanya seperti menyia-nyiakan lahan, apalagi jika luas lahan yang dimiliki terbatas. Padahal pembuatan garis sempadan ini sesungguhnya dimaksudkan untuk kenyamanan dan keamanan si penghuni. Dengan adanya batas sempadan itu, maka terpaan debu dan kebisingan dari jalan bisa diredam supaya tidak langsung masuk ke dalam rumah.
Lalu ada pula larangan untuk meningkat rumah di daerah tertentu. Hal ini berkaitan erat dengan konstruksi bangunan dan kondisi tanah di daerah tersebut. Bisa jadi kondisi tanah di daerah tersebut tidak mendukung untuk konstruksi rumah bertingkat. Jika tetap memaksa, alih-alih tampil mentereng, bisa-bisa rumah cepat ambruk karena kondisi tanah yang labil.
Dengan memiliki IMB, pemilik lahan juga memiliki kepastian hukum untuk bangunan yang dimiliki. Tentunya pemilik lahan tak ingin rumah yang sudah susah payah dibangun tiba-tiba diserobot orang lain yang memalsukan surat kepemilikan. Selain itu, dengan memiliki IMB, dapat lebih mudah dalam dapat mengurus kredit bank, ijin usaha, dan dapat meyakinkan pihak-pihak yang memerlukannya untuk transaksi jual-beli, sewa-menyewa, dan lain-lain.
Dari segi arsitektur, IMB juga berguna untuk melestarikan warisan budaya. Bila ternyata rumah yang akan direnovasi termasuk salah satu warisan budaya, maka tidak diperkenankan untuk mengubahnya. 
Langkah yang diijinkan hanya untuk “memugarnya.” Persiapan
Dokumen-dokumen yang harus disiapkan untuk mengajukan permohonan IMB tidak sama pada masing-masing daerah. Ketentuan yang berlaku tergantung dari kebijaksanaan daerah yang bersangkutan. Namun secara  umum, dokumen yang diperlukan adalah:

· Formulir permohonan IMB

· Fotokopi KTP

· Fotokopi pembayaran PBB terakhir

· Fotokopi sertifikat/akte jual-beli/surat keterangan kepemilikan tanah yang sah sesuai ketentuan

· Gambar arsitektur dan gambar situasi bangunan yang akan didirikan

· Gambar Peta Rencana Kota yang diperoleh dari Dinas Tata Kota yang sekarang menjadi Dinas Pekerjaan Umum.
Demikian juga dengan tarif yang berlaku, umumnya berbeda-beda antardaerah. Hal ini disebabkan IMB sebenarnya terkait erat dengan pendapatan asli daerah (PAD). Dari sinilah ditengarai munculnya kasus-kasus penyelewengan dalam pengurusan IMB oleh oknum tertentu. Beberapa oknum memandang IMB semata-mata sebagai retribusi guna meningkatkan PAD. Selain itu masih ada juga oknum yang memiliki pola pikir “Jika bisa dipersulit, mengapa dibuat mudah?” Hal-hal seperti inilah yang mesti diberantas, agar masyarakat tidak apatis terhadap pengurusan IMB.
Proses Pengurusan Secara umum, tahapan dalam proses pengurusan IMB diawali dengan pengajuan pembuatan IMB. Setelah lima hari, diterbitkan IP (Ijin Pembangunan), dan 20 hari kemudian baru diterbitkan IMB. Setelah itu masih dilaksanakan kontrol lapangan dan evaluasi.
Sebenarnya setelah IMB, masih ada satu surat lagi yakni IPB yaitu Ijin Penggunaan Bangunan. Ketentuan ini memang belum begitu memasyarakat, padahal sebenarnya sudah cukup lama diberlakukan. IPB diterbitkan setelah di lapangan dilaksanakan proses kontrol dan evaluasi. Untuk bangunan hunian rumah tangga, IPB berlaku selama 10 tahun. Sementara untuk bangunan non-hunian, berlaku selama 5 tahun.
Setelah IPB habis masa berlakunya, maka pemilik lahan harus mengajukan Permohonan Kelayakan Menggunakan Bangunan (PKMB). Jika setelah dilakukan pengecekan ke lapangan ternyata bangunan sudah sangat rapuh konstruksinya, maka pemilik bangunan wajib merenovasi bangunan dan prosesnya menjadi sama seperti saat pengajuan IMB. Pengecekan lapangan untuk PKMB dilakukan oleh Seksi Pengawasan Kelayakan Bangunan.
Penyimpangan dan penyuluhan banyaknya  jumlah pelanggaran yang terjadi di masyarakat bukan karena tidak adanya sanksi yang mengikat. Bahkan sanksi yang dikenakan kepada pelanggar tergolong berat. Lantas apa penyebab dari banyaknya pelanggaran tersebut? Diduga, pelanggaran ini lebih disebabkan oleh lemahnya semangat proaktif dan pendekatan yang dilakukan oleh petugas IMB di tiap-tiap daerah. Belum lagi persyaratan dan tata cara pengajuan IMB yang masih dianggap rumit bagi sebagian warga.
Jadi agar masyarakat mau mengurus IMB, tentunya Pemda perlu meningkatkan layanan konsultasi, baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan. Namun untuk dapat memberikan layanan konsultasi, diperlukan budaya untuk melayani. Sehingga masyarakat puas dan rela untuk membayar biaya pengurusan IMB.
Tabel 2.1
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PEMBUATAN IMB (IJIN
*Mengisi formulir PEMBANGUNAN)
*Fotokopi KTP Pemohon sudah
*Fotokopi surat-surat : bisa mulai PENGAWASAN
o Sertifikat tanah membangun selama LAPANGAN DAN
atau masih sesuai EVALUASI
o Bukti dengan IP BERKALA

pembayaran PBB

o Keterangan girik

o SIBP arsitektur
*Gambarrancangan
arsitektur

v

Pemohon akan mendapatkan :
«Informasi/revisi GSB, KDB, KLB, dll
*Revisi lain-lain yang tercantum
dalam gambar rancangan bila ada




 

2.4      Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP)

Pelayanan Perizinan terpadu satu pintu yang sekarang sedang banyak dibangun di berbagai daerah diharapkan agar pelayanan yang efektif dan efisien dapat terus berjalan bahkan dapat lebih ditingkatkan. Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu atau yang dikenal dengan One Stop Service (OSS) salah satu tujuannya memberikan kemudahaan bagi para pengusaha untuk mengurus izin usaha, terutama bagi para usaha menengah, kecil, dan mikro (UMKM). Bentuk pelayanan ini diharapkan juga dapat semakin menarik investor ke daerah yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di daerah. selain pengawasan perlu juga dilakukan berbagai bentuk bantuan teknis bagi daerah. Kesulitan daerah adalah bagaimana membentuk, mengembangkan, dan mengoptimalkan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Perizinan yang berbelit adalah penyakit lama birokrasi. Reformasi sektor ini sedang dilakukan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 24 Tahun 2006. Dengan aturan itu, pemerintah daerah harus membentuk perizinan terpadu. Berikut ulasan Redhi Setiadi dari Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP). Dipastikan ada tambahan lembaga baru pada struktur organisasi pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Ini merupakan konsekuensi dari diterbitkannya Permendagri 24/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP).

Peraturan menteri itu berkekuatan 30 pasal. Pada pasal 29 peraturan yang ditetapkan pada 6 Juli 2006 itu disebutkan dengan jelas bahwa pemerintah daerah yang belum mempunyai PPTSP wajib membentuk perangkat daerah tersebut paling lambat satu tahun sejak permen ditetapkan. Itu berarti, sampai Juni 2007, daerah harus sudah membentuk PPTSP. Lembaganya bisa berbentuk dinas, badan, maupun kantor.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang memberikan kewenangan yang luas, bulat dan utuh kepada Kabupaten/kota, maka perlu ditindaklanjuti dengan upaya peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat. Sebab pada dasarnya proses akhir dari aktivitas otonomi adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat yang berorientasi pada kepuasan pelanggan.

Dalam rangka pelaksanaan good government, maka diperlukan pemberian pelayanan kepad masyarakat dengan ciri-ciri sebagai berikut :

1. Transparan

2. Mudah

3. Cepat

4. Murah

5. Tidak berbelit-belit

6. Ada kepastian hukum

Dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah mengambil suatu kebijaksanaan membentuk Pelayanan umum Terpadu Satu Pintu yang merupakan salah satu pencerminan untuk menciptakan iklim yang mendorong kearah terciptanya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan perizinan, oleh aparatur Pemerintah kepada masyarakatdan agar adnya keterpaduan yang terkoordinasi dalam proses pemberian perizinan maupun non perizinan, sehingga masyarakat dapat menerima pelayanan yang lebih sederhana, jelas dan pasti, transparan, efisien, ekonomis, adil, tepat waktu dan merata (Kep. Menpan Nomor 81 Tahun 1993)

Berdasarkan peraturan daerah kota Cimahi No 1 Tahun 2003 tentang kewenangan Kota Cimahi sebagai Daerah Otonomi dijelaskan bahwa mekanisme pelayanan perizinan satu pintu berbeda pada Dinas Penanaman Modal Kota Cimahi.

Untuk menciptakan keseragaman pola dan langkah dibidang pelayanan umum oleh aparatur pemerintah kususnya diwilayah Kota Cimahi, dipandang perlu adanya pedoman pelayanan umum yang meliputi Dasar Hukum, obyek,subyek, persyaratan, prosedur, biaya dan batas waktu penyelesaian yang perlu mendapat perhatian dalam operasionalisasi pelayanan umum yang diberikan kepada masyarakat.

Pola penyelenggaraan pelayanan perizinan pada Pemerintah Kota Cimahi menggunaan pola pelayanan terpadu satu pintu, yakni:

Pola pelayanan satu pintu diselenggarakan pada satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu.

Dalam peraturan menteri itu, yang diatur untuk disatukan mencakup pelayanan perizinan dan nonperizinan. Layanan perizinan adalah kewenangan pemerintah daerah untuk mengeluarkan izin kepada perseorangan maupun badan usaha. Misalnya, izin mendirikan bangunan (IMB), izin prinsip, izin lokasi, izin gangguan (HO), surat izin usaha perdagangan (SIUP), izin usaha industri, izin reklame, dan lainnya.


